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ABSTRAK

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indarkeéan meningkat
dan mengarah pada generasi muda, bahkan sudah ukeérkakngan sivitas
akademika yakni mahasiswra. Kejahatan yang dimbutdeh penyalahgunaan
narkotika dari tahun ke tahun terus menunjukan rmgi@tan. Situasi perdaran
narkoba terus meningkat sejak tahun 2006. Hallietgerlihat dari bertambahnya
jumlah kasus dan tersangka penyalahguna narkdtié@akalan remaja seringkali
disebutkan sejumlah faktor yang melatarbelakangadaya kenakalan remaja
atau pengguna narkotika sering terjadi ketkaken homgkrisis kewibawaan,
guru dan orang tua, hubungan-hubungan komunikaiifal@m keluarga,
kurangnyasocial controlorang tua, kuatnya perwujudan sikap melawan ogyrita
ketidakpercayaan terhadap hukum, konsumerisme dhagainya Di Daerah
Istimewa Yogyakarta pengaruh budaya kota sangatsakan langsung oleh
masyarakat sekitarnya. Kemungkinan remaja kotakumiengalami proses belajar
menyimpang (Narkoba) baik menyangkut tehnik melakukmaupun yang
menyangkut motivasi dan pembenaran sangat luadatir belakang masalah di
atas dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan proses rehabilitasi bagyglahguna narkoba di
Rumah Sakit jiwa Grhasia Yogyakarta?

2. Apa kendala dalam rehabilitasi bagi penyalahgunmgoha di Rumah Sakit
jiwa Grhasia Yogyakarta?

Penelitian ini merupakan penelitian perpaduan lgpardan pustaka yang
bersumber pada data primer, sekunder maupun telsiegan menggunakan
pendekatanyuridis empiris, dengan teknikdeskriptif analitis kualitatif dan
disajikan dalam kerangka berpikieduktif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kebijakan gadilakukan oleh
pihak rumah sakit yakni memberikan suatu pelayamang maksimal bagi korban
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Selain ifpihak rumah sakit juga
memberikan suatu pemeriksaan, penetapan diagnesgolpatan dan perawatan
bagi korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikthdapun kendala yang
dihadapi ialah keinginan pasien untuk keluar atatidekmauan pasien dalam
melakukan Rehabilitasi, yakni Pasien terkadang saetertekan dengan peraturan
yang diterapkan oleh RSJ Grhasia, Pasien merasa lmehgan keadaan rumah
sakit, Ketika pasien mengalarsakau §uatu keadaan dimana orang tersebut
mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis/pgjisolakibat kencanduan
putay, pasien akan atau selalu berkeinginan untuk mewtat tersebut, dan
terkadang pembesuk membawa barang atau obat (@rkeotiuk diberikan
kepada pasien dikarenakan merasa kasian dengaisikgyad
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat semakin menyadari mengenai besarnyanamcgang
dihadapi saat ini dan waktu kedepan, yaitu semakieningkatnya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancab@raya
penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meninglean mengarah
pada generasi muda, bahkan sudah memasuki kalang@s akademika
yakni mahasiswa.

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pepaiaiepat sekali
untuk menjelaskan akibat buruk yang di timbulkaehopenyalahgunaan
narkoba. Pepatah tersebut akan berubah konteksndema, yakni
mengobati lebih baik dari pada membiarkannya bararut. Penggunaan
narkotika pun demikian. Selama pengguna masih hidegsih tersisa
jalan untuk memperbaiki diri. Tetapi, proses pekhaidiri atau rehabilitas
ini tak hanya dilakukan oleh yang bersangkutampigtiga semua elemen
masyarakat yang terkait dengannya. Perkembangaryalpéigunaan
narkoba yang sangat memprihatinkan dewasa ini igattnembutuhkan
penanganan secara komprehensif, terpadu dan beakd@singan. Salah

satu program terapi dan rehabilitasi bagi penyalabgn narkoba yang

’Badan Narkotika NasionaMahasiswa dan Bahaya Narkotjké&Jakarta Timur: Badan Narkotika
Nasional, 2012), him. 2.



telah dilaksanakan adalah Program Terapi Rehabilimpadu @ne Stop
Cente) yang memadukan pelayanan terapi medis dan réhatsbsiaf

Penyusunan standarisasi untuk akreditasi tempatyaehn
penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat mendiédakong oleh
berbagai organisasi yang menjamur tidak terpaftantunya untuk dapat
menerapkan program standarisasi tempat-tempat  greday
penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Program siaasia disusun
berdasarkan situasi dan kondisi yang ada saat aland rangka
penanggulangan narkoba. Perubahan-perubahan podikknomi dan
sosial serta perubahan-perubahan nilai-nilai deangia-pranata sosial
yang menyertainya telah melahirkan sejumlah perlalaga yang
menyangkut berbagai ketidakharmonisan, ketidaksamgdn dan
ketidakmerataan yang dapat merupakan faktor-fakmmsio-struktural,
faktor interaksi dan faktor pencetus munculnyalaletsi menyimpang.

Keseluruhan dampak perubahan itu sudah tentu meryegula
aspek-aspek kehidupan remaja kota sebagai suabmgzol masyarakat
yang berjumlah besar dalam struktur kependudukaediotaan. Konteks
tersebut tampak terlihat persoalan pokok, yakratkaan yang dilakukan
oleh remaja.

Dalam tulisan-tulisan mengenai kenakalan remajangeali

disebutkan sejumlah faktor yang melatarbelakangadeya kenakalan

2 M. Amir P. Ali Imran Duse, dkk Narkoba Ancaman Generasi Mud¥ogyakarta: Pustaka Timur,
2007), him. 26.

3 Ibid., 37.



remaja atau pengguna narkotika sering terjadi &ddroken homekrisis
kewibawaan, guru dan orang tua, hubungan-hubungamutikatif
didalam keluarga, kurangngacial controlorang tua, kuatnya perwujudan
sikap melawan otoritas, ketidakpercayaan terhad&prh, konsumerisme
dan sebagainya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pengaruh budaya lsatagat
dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Kgkinan remaja kota
untuk mengalami proses belajar menyimpang (Narkbb&) menyangkut
tehnik melakukan maupun yang menyangkut motivasi pembenaran
sangat luas, demikian pula halnya dengan kemungkintuk sering, lama
dan intensif bergaul dengan kelompok yang mendukuitag-nilai dan
norma penyimpangan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah terjadi &epa kasus
tentang penyalahgunaan narkoba yang ditangani B&tan Narkotika
Nasional Provinsi DIY dan Polres DIY dari tahun 9011 terdapat

beberapa kasus sebagai berfkut:

Barang bukti yang

1 [ 19.394,80 gr 22.93556 gr 4.129,48 gr

2 Jumiah sabuyang o 000 3817.00gr  1.624.89 gr
disita

S Jumlahheroin g o g 2613.30gr  1.050,10 gr
putaw

4 Mulyana W. KusumahKejahatandan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminalogiakarta:
Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, 1988),18m.

® Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Staff BNN Pso@i, pada tanggal 7 Februari 2013
® Sumber dari Jurnal Data PAGN 2011 edisi Tahun BNIE Rl



“= 0 Jumlah Daun ) . - r 28 gr
Ganja yang disita o ° ’
o Jumlah Bks@as - gha 000 1016000gr - gr

yang disita

Melihat data perkembangan di Yogyakarta sangat maatmkan,
berdasarkan data tersebut diatas maka penulisikenttuk menganalisis

dan meneliti tentang rehabilitasi penyalahguanaakaiba di DIY.

B. Rumusan Masalah
Maksud dan tujuan penulisan rumusan masalah adateik
memberikan batasan yang akan menjadi pokok pereliBerdasarkan
latar belakang masalah yang telah dikemukakan,diati permasalahan
yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebdgaikut:
1. Bagaimana kebijakan dan proses rehabilitasi bagiygehguna
narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam rehabilitasi bagi penyalahgumkoha@ di Rumah

Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan danamsie
rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumahit Sdikva

Grhasia Yogyakarta.



b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam rehabilit@gi

penyalahguna narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasgyaiarta.
2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulisattmini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan landasan tedoiigi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapaberédaan
informasi mengenai rehabilitasi bagi penyalahgumakoba di
Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Serta dapanjadie
tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yatgpat
dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelis@ianjutnya,
khususnya yang berkaitan dengan permasalahan litdghbagi
penyalahguna narkoba.

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusunsdyzs dan
para pembaca serta masyarakat pada umumnya termesuikan
bagi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaakoba

dan merehabilitasi penyalahgunaannya.

D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadaplipieneyang
telah ada sebelumnya, penulis mengadakan peneatusteehadap
penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnyaamtaranya adalah
sebagai berikut:

Skripsi karya Timotius Febriano Hutabarat, Fakultdskum



Universitas Airlangga, yang berjudul “RehabilitasiNarkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif (Studi Deskriptif Pganan Kesehatan dan
Ketersediaan Tempat Sumber Daya Rehabilitasi Ni&kekoPsikotropika,
dan Zat Adiktif di Surabaya)’ dalam skripsi tersebut membahas tentang
bagaimana upaya rehabilitasi narkotika, psikotrapikan zat adiktif
dalam pelayanan kesehatan dan ketersediaan tempabes daya
rehabilitasi di Kota Surabaya. Hasil penelitian erarnjukan bahwa
pelayanan kesehatan dan ketersediaan tempat sulaneerehabilitasi di
Kota Surabaya belum maksimal sehingga menjadi Kengang harus
segera ditanggulangi dalam tujuannya untuk memhesgreredaran dan
penyalahgunaan rehabilitasi narkotika, psikotropilen zat adiktif.

Skripsi karya Zelni Putra, Fakultas Hukum UnivesitAndalas,
yang berjudul “Upaya rehabilitasi bagi penyalahgumarkotika oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) Padang (studi katitBNN Padang)®
dalam skripsi tersebt membahas tentang bagaimabgakan upaya
rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh BaNankotika Nasional
(BNN) Padang dan prosedur penetapan rehabilitagi pacandu dan
syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi ol®&iNB/Kota Padang.
Serta kendala-kendalanya dalam upaya rehabilitagi benyalahguna
narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Pagdanasil penelitian

menunjukkan bahwa :

” Timotius Febriano Hutabarat, Rehabilitasi NarkatRaikotropika, dan Zat Adiktif (Studi Deskriptif
Pelayanan Kesehatan dan Ketersediaan Tempat SubajarRehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif di Surabaya)Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.

8 Zelni Putra, Upaya rehabilitasi bagi penyalahgoaekotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
Padang (studi kasus di BNN Padargfripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.



1)

2)

3)

mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upayahiétasi

tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibleh BNNK/Kota

Padang, kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupaakukan

himbauan dalam penyuluhan kepada masyarakat ageanghe
bersedia direhabilitasi

Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu damatsyyarat
seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Paylaryaitu

Penentuan apakah seseorang pecandu atau penyaahgikotika
sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewernggrggadilan,
BNNK/Kota Padang secara langsung tidak menetaplahadap
pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dag yidak bisa untuk
direhabilitasi. Syarat utama seseorang dapat diigiasi adalah
kemauan dari pecandu sendiri

kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalaroses
rehabilitasi adalah keterbatasan personil yang hisalakukan
pendekatan kepada pecandu, personil yang dibutukdaah personil
yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandiellemganya
agar pecandu bisa diyakinkan untuk menjalani upakabilitasi, dan
karena BNNK/Kota Padang masih berada dibawah petaérikota
Padang sehingga anggaran dana terbatas tergantutajdana yang
dianggarkan oleh pemerintah kota, cara untuk maragginya
adalah dengan memaksimalkan semua potensi yandpeklerjasama

dengan lembaga kepemudaan.



Selain itu penelitian lain yang meneliti mengenanyalahgunaan
narkotika yakni skripsi yang berjudul “PenyalahgamaNarkotika dan
Usaha Penanggulangannnya di Kotamadya Yogyakalts’ Retna Hari
Sawitri, mahasiswi Hukum Pidana, Fakultas Hukumjvehsitas Gajah
Mada (UGM) pada tahun 2081yang memfokuskan kepada usaha
penanggulangan kejahatan narkotika, hambatan dasi yang dilakukan.
Adapun hasil penelitiannya yaitu dalam menanggul&eghatan ini
Poltabes Yogyakarta melakukan langkah-langkah prigfsepreventif dan
represif yang melibatkan departemen dan instariqite

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oletetira jelas
berbeda dengan apa yang penyusun akan teliti yganggulangannya
yang berupa rehabilitasi bagi penyalahguna nark@vey dilakukan di
RSJ Grhasia Yogyakarta.

Di samping itu hasil penelitian lainnya yakni skiiyang berjudul
“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Gedakotika di
Yogyakarta”, oleh Ronaldo Gogo Simatupang, mahasiswrusan
Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Proklam&sf4 yang
memfokuskan penelitiannya pada peran aparat penleghilim, proses
pemeriksaan, hambatan serta tanggapan dari tegpigarkara narkoba.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaknrgredari aparat dinilai

baik, sedangkan hambatan dalam penegakan hukumtgattakwa selalu

® Retna Hari Sawitri, Penyalahgunaan Narkotika damhdsPenanggulangannnya di Kotamadya
Yogyakarta Skripsi,(Yogyakarta: Fakultas Hukum, Unuversitas Gajah #@dGM), 2001).

10 Ronaldo Gogo Simatupang, Penerapan Sanksi Pidanadsp Peredaran Gelap Narkotika di
Yogyakarta Skripsi,(Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Proklard&si2001).



memikirkan diri sendiri sehingga kesaksian yangamiigaikan sering
berbeda di awal pemeriksaan dikepolisian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ronaldiojelas berbeda
dengan apa yang akan penyusun teliti yakni lebihitikeberatkan kepada

rehabilitas penyalahguana narkoba.

E. Kerangka Teori
a. Politik Hukum Pidana.

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian palitik
hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagianiagyang
berbeda. Meskipun demikian pelaksanaan politik hukudana bisa
terjadi secara bersama dari semua bagian secartegeasi. Bagian-
bagian itu ialaf":

1) Criminalisation policybagian ini adalah strategi politik hukum
pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatandpéah
mana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidarauatan
yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang, lai
melanggar norma dan perbuatan utuh layak mendapatka
ancaman sanksi bahi siapapun yang melakukannyae$iai
sering disebut sebagai proses keriminalisasi. Ddlagian ini
juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalairhinal policy” itu

juga bias terjadi descriminatisation policy” suatu strategi

11 Mokhamad NajihPolitik Hukum Pidana Passka Reformasi; Implementhgium Pidana sebagai
Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan NeggiMalang: In-Trans Publising Malang, 2008), him 3&-
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politik hukum pidana yang menentukan suatu perlougtng
semua dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat
diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentsabagai
perbuatan pidana.
Mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi, Prof [l
memberikan batasan-batasan atau kriteria, mengekaian
kriminalisasi dan dekriminalisasi secardoctrinal harus
berpedoman pada hal-hal beriut
a) Kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan
“overcriminalization” yang masuk kategorittie misuse
of criminal sanction”.
b) Kriminalisasi tidak boleh bersifad hoc.
c) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban
(victimizem bisa aktual bisa potensial.
d) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaga d
hasil dan prinsip ultimum remedium.
e) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang
“enforceable”

f) Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik

(public supporx.

12 Muladi dan Barda Nawawi Ariefleori-teori dan Kebijakan PidangBandung: Alumni, 1992),
him. 35.
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g) Kriminalisasi harus mengandung unswwubsosialiteit
(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipcih ke
sekali).

h) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa
setiap peraturan pidana membatassi kebebasai lsgreba
rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat
penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

2) Punishment policydan penal policy,suatu bagian dari politik
hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentakks
dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapanakgun
bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukum @erjakuman
denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selaijuga
bagian ini juga merancang bagaimana strategi petaks
hukuman itu akan dilaksanakan, bagaimana bentulbdgm
prosedur tatacara pelaksanaannya dan sebagainya.

3) Criminal justice policyadalah bagian dari politik hukum pidana
yang membincangkan bagaimana strategi kelembagagn b
penyelenggaraan cfiminal law inforcement” (penegakan
hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembag
penuntutan lembaga pendidikan, lembaga peradiEmpdga
advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan karleanbaga

penjara dan sebagainya.
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4) Law inforcemen policyhagian dari politik hukum pidana yang
mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan
penegakan hukum pidana.

5) Administrative policy, bagian ini membicarakan dan
memfokuskan perhatian pada strategi perancangamiathasi
penyelenggaraan sistem peradilan pidana, oleh sebalagian
ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian yaimgnya dan
bisa menjadi satu dengan strategi perancaegamnal justice

sistem yang terintegrasi.

b. Teori Penal dan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dujakieebi
yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan noal.peebijakan
penal yakni penanggulangan menggunakan sanksi gidatau
peraturan yang berlaku. Sedangkan kebijakan noal paeerupakan
kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi adratifissanksi
perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut 8addwawi Arief
dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijada
penal dalam penangulangan kejahatan adalah melakiakekah-

langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahafan.

13 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan penanggulangaj (Yogyakarta: Suka
Press, 2010), him. 46.
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Adapun pengertian dari kebijakan pidana yang dikwdari
bukunya Muhammad Najih, beliau menjelaskan bahwhijdéean
pidana penal policy) merupakan upaya untuk menanggulangi
kejahatan, sebagai bagian yang integral dari ugag@indungan
masyarakatgocial defencejlengan kata lain bahwa kebijakan pidana
atau politik criminal merupakan bagian dadcial polciy*. Adapun
kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan yakni:

1) Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjaag
(goal) yang berupasocial wilfare” dan ‘social defence” aspek
inilah yang asa, karena dengan ter[penuhinya Keteegan dan
keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyargdad
bersifat immaterial terutama nilai kepercayaanust) nilai
keadilan justice)nilai kejujuran dan kebenaran.

2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengatekatan
secara integral, ykni adanya keseimbangan antazadgkatan
penal” dan “pendekatan non penal”.

3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekaara
penal penal law inforcement poligydalam implementasinya
dilakukan melalui beberapa tahap yang pertamaptéranulasi
(legislative policy) atau tahap proses legislasiedua, tahap
yudisial sebagai tahap aplikasi, daketiga tahap proses

administratif /eksekutive policy

14 Mokhamad Naijih,Politik Hukum Pidana. him. 40-41
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c. Pengertian Narkoba

Menurut batasan WHO (1969) yang dimaksud othatg)adalah
setiap zat yang apabila masuk kedalam organism phidkan
mengadakan perubahan pada satu atau lebih funggsifuorgan
tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaidah zat
kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan,dungental dan
prilaku seseorang. Apabila berbagai jenis obatatd, alkohol serta
zat-zat lainnya yang memabukan ini disalahgunakatuku tujuan
diluar pengobatan, akan mengubah kerja saraf osahingga

sipemakai berpikir, berperasaan dan berprilakktidamal®®
Sebagai zat adiktif atau yang bias menimbulkan késlanduan.
Pemakainya sulit untuk dikontrol, setelah ketagifaitited)pemakai

narkoba akan sampai pada tingkat yang paling payatu

ketergantungardépendence)

1) Narkotika
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daantan atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetggydapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaramgryh
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyan, dhpat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dgédongan-

golongan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undmgor

S BNN, Materi Advokasi Pencegahan Narkob@akarta: BNN, 2005) him. 7
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35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menurut Undang-undang
Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan
ketergantungannya sebagai berikut:

a) Narkotika golongan 1, yakni berpotensi sangat tingg
menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan urarapit
Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja. Putauw adalatoihe
tidak murni merupakan bubuk.

b) Narkotka golongan IlI, yakni berpotensi tinggi mengiekan
ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai apilih
terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin.

c) Narkotka golongan Ill, yakni berpotensi ringan melbgbkan
ketergantungan dan banyak digunakan dalam teraypitoG :
Kodean.

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiahpumausintetis,

bukan narkoba yang berkhasiat psiko-aktif melagungaruh slektif

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perukizdsupada
aktivitas mental dan perilakd. Yang digolongkan psikotropika
menurut Undang-Undang RI adalah:

a) Obat penenang

b) Obat tidur

18 |ihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentargdiika Pasal 1 angka 1

1 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republilotegia,Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba Sejak Usia Din{Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indane&d07), him. 28-29.

18 BNN, Materi Advokasi Pencegahanhim. 8.
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c) Zat halu-sinogenik.

3) Zat Adiktif (Zat Psiko-Aktif)
Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan kirarey yapabila
masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh
terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyelmdrkdahan
aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabliigunakan terus
menerus dapat menimbulkan kecanduan oleh karendisgbut
juga zat psiko-aktit? Yang termasuk dalam zat adiktif ini selain
narkotika, psikotropika dan alkohol adalah sebagaikut:
a) Minuman keras
b) Solvent
c) Nikotin
d) Kafein
d. Modd Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba
Tiga tahapan utama proses perawatan dan pemuldratepta

ketergantungan narkoba yaffu:

1) Tahapan detoksifikasi terapi lepas narkoléahdrawal syndrome
dan terapi fisikk yang ditujukan untuk menurunkan n da
menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akib&igpnarkoba

serta mengobati komplikasi mental penderita.

9 bid, him. 9.

2 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republikomesia, Pedoman Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemudaakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Ind@e2004),
him, 122
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2) Tahap stabilisasi suasana mental dan emosionaépendehingga
gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgu
narkoba dapat diatasi sehingga penderita secatahber dapat
menyesuaikan diri dengan situasi perawatan darassitsosial
selanjutnya.

3) Tahapan rehabilitasi atau pemulihan berfungsi fisilental dan
sosial penderita seperti bersekolah belajar bekeg@a bergaul
dengan normal dengan lingkungan sosialnya (keluadga
lingkungan lebih luas).

Perawatan dan pemulihan penderita ketergantungakobea
melibatkan berbagai profesi dan keahlian termasaled, perawat,
psikiater, psikologi, dan pekerja sosial yang tetedndapat pelatihan
khusus untuk peran perawatan dan rehabilitasi p#ade
ketergantungan narkoba. Pengobatan dan rehabilpasiderita
ketergantungan narkoba juga memerlukan dukungahagpen serta
keterlibatan orang tua penderita. Keberhasilanedektifitas program
dan proses perawatan dan rehabilitasi penderit@rdattungan
narkoba ditentukan oleh banyak faktor, seperti tdi@mmya sebagai
berikut:
1)Kemauan kuat serta kerjasama penderita sendiri.

2) Profesionalisme kompetensi serta komitmen par&gafanya.
3) Sistem rujukan antara lembaga yang baik.

4)Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
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5)Perhatian dan keterlibatan orang tua atau keluarga.
6) Dukungan dana yang memadai.
7)Kerjasama dan koordinasi lintas profesi yang baik.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Pasal 54, 55, 56, 57, 58 dan 59, mewkaijibpelaku
penyalahgunaan narkoba mengikuti program perawat@n
pemulihan, tetapi dalam praktek, sampai sekarangihmierjalan
seperti dahulu.

Jika pemulihan berbicara tentang proses seorarangaecoulih
sehingga dapat menikmati gaya hidup bebas tanpalmarterapi dan
rehabilitasi berbicara tentang sarana dan progratayanan, yang
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaiapses
pelayanan yang diberikan kepada pecandu, untukpastannya dari
ketergantungan pada narkoba, sampai ia dapat matiikehidupan
bebas tanpa narkoba. Pelayanan biasanya diberikantion tenaga
profesional berpengalaman dan terlatih.

Detoksifikasi merupakan tahap pertama terapi rditedij yaitu
melepaskan seseorang dari pengaruh langsung narkaiog
disalahgunakannya. Detoksifikasi diikuti tahap leddari proses
melepaskan seseorang dari ketergantungan narkaiba,rghabilitasi

yang meliputi rehabilitasi fisik, psikologis, sakidan spiritual.
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Beberapa prinsip pada terapi dan rehabilitasi &dakbagai
berikut:

a. Seorang pecandu mungkin dapat pulih dari keterggaiu
narkoba

b. Program terapi harus memperhatikan berbagai ragalatkhan
klien agar pulih: fisik, psikologis, spiritual, pdidikan, dan
hukum.

c. Waktu terapi yang cukup sangat penting, dengan etiogs
individu, dan kelompok sebagai bagian yang tidakisahkan
dari terapi.

d. Keterlibatan keluarga, masyarakat tempat, tempajakedan
kelompok pendukung akan membantu poses pemulifangda.

e. Klien perlu senantiasa diawasi kebutuhan, masaldaAn
kemajuannya.

f. Pecandu dngan gangguan kesehatan fisik dan ganggsahatan
jiwa yang telah ada sebelumnya, perlu diterapirselsarsamaan.

g. Pemulihan bersifat jangka panjang.

h. Tim yang menolong pecandu (tenaga medis, konspkcandu
yang pulih dipilih, dan terlatih) perlu menjalin lungan dengan
klien secara professional dipercaya dan penuh penhadan

menjaga kerahasiaan klien.

2l Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republilomesia,Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba Sejak Usia Din{Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indanezd07), him. 146.
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F. Metode Pendlitian
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk nengetesuatu,
yang mempunyai langkah-langkah yang sistenfati®alam setiap
penulisan karya ilmiah tidak dapat lepas dari penggn metode, karena
metode merupakan cara bertindak dalam upaya, agpatin penelitian
dapat terlaksana atau tercapai hasil yang mak$imal.
Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan teatikedalam
penelitian, penyusun menggunakan metode penetiébagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitiibrary dan
empiris yaitu penelitian pustaka dan lapangan. Data digkero
melalui wawancara, juga didapat di tempat lain dengihak-pihak
yang pernah terlibat dalam proses rehabilitasi lpsgiyalahguna
narkoba. Penelitian normatif yakni menggunakan tpesia yang
berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Narkotlka peraturan
lainnya yang mengatur mengenai Narkotika dan rditesi
Sedangkan Empiris yakni data yang didapat langslilagpangan,
dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat denga
dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Rupa&it Jiwa

Grhasia Yogyakarta. Penelitian empiris digunakatikimengetahui

22 Masyuhuri & M. ZainuddinMetodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan ApifkgBandung:
Refika Aditama, 2008) him. 151.

% Anton Bakker & Achmad Charris ZubaMetodologi Penelitian Filsafat(Kanisius, Yogyakarta,
1996) him. 10.
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rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumalit Saka Grhasia

Yogyakarta.

. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoddipane
kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitiapatmgan field
research) dilakukan dengan melakukan interaksi dengan piaéak
yang pernah terlibat dalam proses rehabilitasi lpsgiyalahguna

narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni
pendekatanyuridis dan case yakni pendekatan melalui Undang-
undang dan pendekatan kasus, dimana dengan pesmaekat
pendekatan tersebut penyusun akan mendapat inforoieas
berbagai asepek mengenai rehabilitasi bagi pengateh narkoba.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah petatekeasus

(Case Approach)

. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa dataemprim
data sekunder dan data tersier. Data primer akparaleh dari
lapangan penelitian narasumber vyaitu dokter, pédrawdan
penyalahguna narkoba, maupun melalui peneliti sendata
sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaarymeiok

dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yamgisb data
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komparatif mengenai rehabilitasi bagi penyalahgumarkoba.

Sedangkan data tersier dapat berupa berbagainylesey telah ada,

dengan bersumber kepada keterangan, gambar, bagaairtlain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) carna: yait

a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakdkagan

beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang

bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelit@ara-cara

tersebut adalah sebagai berikut :

1)

2)

Observasi. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakuk
terhadap proses rehabilitasi bagi penyalahgunaobarkli
Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Secara gasarb
pengamatan akan dilakukan terhadap ruang, pelaku da
kegiatan yang dilakukan.

Wawancara igterview). Melalui wawancara diharapkan
dapat dikumpulkan data lisan dan data non-lisanta Da
verbal terutama didapat dari penggunaan alat baerupa
catatan. Sedangkan data non-verbal akan didapaaden
mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap
permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman
wawancaraifterview guid¢ dimana pertanyaan-pertanyaan

telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun.
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Wawancara tersebut telah melibatkan:
a) Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
b) Petugas Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
c) Dokter Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagsatulyang
telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dgmn ar
Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) yaita :

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier,
berupa peraturan perundang-undangan, hasil pameliti
buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surdigkaatau
majalah, ensiklopedia dan kamus.

2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-lapora
yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemysada
tempat penyimpanan arsip.

c. Pencarian data tersier dilakukan dari berbagaaunliyang telah
ada, dengan bersumber pada keterangan, gambam biaga
lain-lain.

6. Analisa Data
Data yang telah terkumpul, selanjutnya penyusun
menggunakan metode analisa kualitatif, yakni mekysgranalisa
dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Metnddigunakan
untuk menganalisis bagaimana rehabilitasi bagi alamguna

narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
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G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat tafrardan
sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yatiky B@cara singkat
penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagkiub:

BAB |, berisi uraian tentang latar belakang masalaimusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaatalaiskerangka teori,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il, berisi tinjauan umum tentang rehabilitasiagd
penyalahguna narkoba yang meliputi narkotika, rahjanarkotika,
pengertian narkotika, perkembangan narkotika domedia, rehabilitasi,
pengertian rehabilitasi, jenis rehabilitasi, peahgunaan narkotika,
penanggulangan narkotika di Indonesia dan faktkiefa penyebab
penyalahgunaan narkotika.

BAB lll, berisi tinjauan umum Rumah Sakit Jiwa Gsla
Yogyakarta, ketentuan umum rehabilitasi yang dikaku oleh Rumah
Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, ketentuan rehabilii@gi penyalahguna
narkoba menurut peraturan perundangan-undangan Yemgku di
Indonesia.

BAB 1V, berisi tentang penyajian data dan pembamakasil
penelitian yang sekaligus menjawab permasalahag yeetatarbelakangi
penelitian ini diadakan, yaitu analisis kebijakpmpses dan kendala yang
dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarterthadap

penyalahguna narkoba.
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BAB V, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubomga

dengan masalah yang diteliti.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya mange
rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang mersgjgam studi empiris

di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, yang mesdkan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakitnfakemberikan
suatu pelayanan yang maksimal bagi korban NarkoRk#&otropika
dan Zat Adiktif. Selain itu pihak rumah sakit juggemberikan suatu
pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dawgben bagi
korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Baping itu pihak
rumah sakit juga merupakan salah satu Institusieffea Wajib
Lapor. Dengan harapan bahwa setiap pecandu naakatikimalnya
mendapatkan suatu informasi tentang masalah keaandian
mendapatkan akses untuk rehabilitasi. Sedangkasepnehabilitasi
yang dilakukan oleh rumah Sakit Jiwa Grhasia irknyamuali dari
pemeriksaan awal, dan penentuan diagnosa, laluopaten dan
perawatan. Adapun dalam proses rehabilitasi inghlkegiatan yang
dilakukan supaya dapat menunjang dan dapat mempahmdalam
pengobatan dan memberikan bekal untuk hidup damgabkrdi

masyarakat setelah keluar dari rumah Sakit Jiwaaskah Adapun
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kegiatan ynag dilakukan yakni; pelaksanaan shalatjamaah,
morning meeting, job fungtion, seminar, creatifikggiatan spiritual
dan evening meetinKegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan guna
memperbaiki keidupan dan memberikan pembekalan kagian
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak rumahsakit sengiakni;
Keinginan pasien untuk keluar atau ketidakmauaniepasialam
melakukan Rehabilitasi, yakni Pasien terkadang saertertekan
dengan peraturan yang diterapkan oleh RSJ Grhaagien merasa
bosan dengan keadaan rumah sakit, Ketika pasiegatseni sakay
pasien akan atau selalu berkeinginan untuk meoébati tersebut, dan
terkadang pembesuk membawa barang atau obat (@arkotiuk
diberikan kepada sipasien dikarenakan merasa kdsiagan kondisi

pasien.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni:

1. Bagi pihak Rumah Sakit sendiri yaitu dalam peranapggulangan
pengguna narkoba, bahwa bahaya dari penggunaaobaairki sangat
berbahaya. Disampping itu mengenai informasi teapadehabilitasi
bagi pengguna atau pecandu narkoba, banyak pihag wpelum

mengetahui akan hal ini. Sehingga terkadang pacangler merasa
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takut untuk melaporkan dirinya bahwa dirinya adalangguna
narkoba.

. Bagi para pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zdik#f dengan

adaya penelitian ini diharapkan dapat membrikariusoeotivasi dan
dorongan bagi para pecandu bahwa jika sudah terlamgnggunakan
atau mengkonsumsi narkoba, bahwa ada solusi ydweyikh oleh

pemerintah yakni rehabilitasi. Di sini para pecamttan dihilangkan
dari rasa ketergantungan atau kecanduan dari eisatoit.

. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanyditmanéni yang

penulis sendiri sadari masih jauh dari kata semgumamun besar
harapan penulis bahwa dapat meberikan suatu ilmund@rmasi bagi

para masyarakat dan para pembaca pada khususryaggee tidak

akan pernah mencoba yang namanya narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ach. Tahir,Cyber Crime Akar Masalah, Solusi, dan penanggulangannya,
Yogyakarta: Suka Press, 2010

Anton Bakker & Achmad Charris Zubai¥]etodologi Penelitian Filsafat,
Yogyakarta: Kanisius, 1996

Chazawi, Adami. ®&isel Pidana, Tindank Pidana, Teori-teori
Pemidanaan dan Batas Berlakunaya Hukum Pidana, Pelajaran
Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Hamzah, AndiAsas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

M. Amir P. Ali Imran Duse, dkk Narkoba Ancaman Generasi Muda,
Yogyakarta: Pustaka Timur, 2007

Masyuhuri & M. Zainuddin,Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis
dan Aplikatif, Bandung: Refika Aditama, 2008

Mokhamad NajihPolitik Hukum Pidana Pasca Reformasi; |mplementasi
Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan
Negara, Malang: In-Trans Publising Malang, 2008

Muladi dan Barda Nawawi AriefTeori-teori dan Kebijakan Pidana.
Bandung: Alumni, 1992

Mulyana W. KusumahKegahatan Dan Penyimpangan, Suatu Perspektif
Kriminologi, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan hukum

Indonesia, 1988.



Muljatno, Asas-asas Hukum Pidana edis revisi, Jakarta: Rineka Cipta,
2009

Prodjodikoro, Wirjono,Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia, Bandung:
PT. Refika Aditama, 2008

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republikdomhesia,
Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, Jakarta Timur: BNN, 2010.

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republdohesia,Materi
Advokasi Pencegahan Narkoba. Jakarta: BNN, 2005

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republikdomhesia,
Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi remaja, Jakarta
Timur: BNN, 2011

Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional Republik irefoa, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Narkotika, Psikotropika beserta
konvensi PBB yang mengaturny, Jakarta Timur: BNN, 2009

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republdohesia,Materi
Advokasi Pencegahan Narkoba, Hand Book, Jakarta: BNN, 2005.

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional RepublilohesiaPedoman
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republikdomhesia,
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sgak Usia Dini, Jakarta:

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.



Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republikdomhesia,
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sgak Usia Dini, Jakarta:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik
IndonesiaRencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa yang Anda

Bisa Lakukan. Jakarta Timur:; BNN, 2009.

. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah@#5
amandemen ke IV

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undnag-Undang No 5 Thun 1997 tentang Psikotropika

. Jurnal

Sumber dari Jurnal Data PA4GN 2011 edisi Tahun BNIY RI

. Skripsi

Retna Hari Sawitri, Penyalahgunaan Narkotika dan ahds
Penanggulangannnya di Kotamadya Yogyaka®&ripsi,
Yogyakarta: Fakultas Hukum, Unuversitas Gajah MaidzV,
2001.

Ronaldo Gogo Simatupang, Penerapan Sanksi Pidemedtg Peredaran
Gelap Narkotika di Yogyakarteégkripsi, Yogyakarta: Fakultas

Hukum, Universitas Proklamasi'45, 2001.



Timotius Febriano Hutabarat, Rehabilitasi Narkatilksikotropika, dan
Zat Adiktif Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan nda
Ketersediaan Tempat Sumber Daya Rehabilitasi Ni&eot
Psikotropika, dan Zat Adiktif di Surabay@kripsi, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, 2008.

Zelni Putra, Upaya rehabilitasi bagi penyalahguaekatika oleh Badan
Narkotika Nasional BNN Padang studi kasus di BNNidPay

Sripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

. Lain-lain.

RSJ GrhasiaData dan Informasi Layanan RS Jiwa Grhasia Yogyakarta:
Grhasia 2012

Dikutip dari Prifil RSJ Grhasia Privinsi Daerahinséwa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Staff BNN PR=wDIY, pada
tanggal 7 Februari 2013

http://4.bp.blogspot.com/ di akses pada tanggaliaget 2013

http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teort@emidanaan.html di
akses pada tanggal 13 Juni 2013

http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pid468498.html di
akses pada tanggal 13 Juni 2013

http://liseyolanda.staff.uii.ac.id/2009/08/26/tupdukum-pidana/#more-3

di akses pada tanggal 13 Juni 2013



http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teort@pemidanaan.html di
akses pada tanggal 13 Juni 2013
http://www.rezaalf.co.cc/2009/04/pidana-dan-pemadamhtm| di akses
pada tanggal 13 Juni 2013
http://grhasia.jogjaprov.go.id/ di akses pada tahg@ April 2013
http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epideoggtpublic-
health/2307571-narkoba-sejarah-dan-perkembangannya-
di/#ixzz2NtXHCL1y di akses pada tanggal 14 Maret20
http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epideoggtpublic-
health/2307571-narkoba-sejarah-dan-perkembangannya-
di/#ixzz2NtXHCL1y di akses pada tanggal 14 Maret20
http://www.bnn.go.id dikutip pada tanggal 12 M&26.3
http://kamusslang.com/arti/sakau diakses pada s&rdggJuni 2013
http://onthe7.blogspot.com/2011/03/sejarah-.htrakskes pada tanggal 12
Maret 2013
http://wikipedia.indonesia.com. Diakses pada tahfjgaviaret 2013.
http://wikipedia.indonesia/definisi-narkotika. Dsd#s pada tanggal 12
Maret 2013
http://www.philosofiaridwan.blogspot.com/2010/12kadogi-klinis.html
di akses pada tanggal 1 Mei 2013
http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-
narkotika.html#ixzz2NQ3D5e8c diakses pada tanggaMaret

2013



http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-
narkotika.html#ixzz2NQ3D5e8c diakses pada tanggaMaret

2013



SOl s
'

Menimbang

Mengingat

MENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDGNESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 218/MENKES/SK/VI1/2012

TENTANG
PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

:a. bahwa untuk pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika

sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan
institusi penerima waijib lapor pecandu narkotika;

- bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor yang berbentuk pusat

kesehatan masyarakal, rumah sakit, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Institusi Penerima
Wajib Lapor dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Ncmor 12 Tahun 200.8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

. Undang-Undang Nomor 39" Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/l/2010
tentang Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/llif2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

11

1144/Menkes/Per/VIIl/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;

.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008

tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Dzerah Kabupaten/Kota.

'MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTITUSI
PENERIMA WAJIB LAPOR.

PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.

Penetapan institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud
diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini,

Penetapan institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud
diktum kedua digunakan bagi seraua instansi pemerintah yang
menjadi institusi penerima wajib lapor di Indonesia dalam upaya
menerima dan merujuk pasien wajib lapor.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1305/MENKES/SK/VI1/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib
Lapor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkén di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2012




g

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONES!4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR :218/MENKES/SK/VII/2012 .
TANGGAL 19JULt 2012

No.

Provinsi

Institusi Penerima Wajib Lapor

Aceh

RSJ Prov. Aceh

RSUD Cut Nyak Dien

RSUD Jantho

Puskesmas Kuta Baru

Puskesmas Johan Pahlawan 1

Puskesmas Kota Malzka

Puskesmas Langsa Barat (Seuriget)

Puskesmas Banda Raya Kota Banda Aceh

Puskesmas Kota Alam Banda Aceh
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RS Lampung

RSU Abdoel Moeloek
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Puskesmas Rajabasa Indah
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Banten
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Puskesmas Cibodasari Banten

Puskesmas Jalan Emas

Puskesmas Cipondoh
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Puskesmas Curug

12
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Jawa Barat

RSID Prov. Jawa Barat

RS Marzoeki Mahdi Bogor

RSUP Hasan Sadikin

RSUD Tasikmalaya

RSUD Syamsudin Sukabumi

RSUD Banjar

RSUD Kota Bekasi

RSUD Gn. Jati Cirebon

Puskesmas Sukmajaya Depok

Puskesmas Bogor Timur

Puskesmas Salam Kota Bandung

Puskesmas Sukarahayu Subang

Puskesmas Sukabumi Kota Sukabumi

Puskesmas Sarijadi Bandung

Puskesmas Garuda Bandung -

UNITRA BNN Lido Sukabumi - Jawa Barat

14

Jawa Tengah

RSUP dr. Kariadi

RSUD dr. Muwardi Solo

RSUD dr. Margono Purwokerto

RSJ Soejarwadi Klaten

RSJD Amino Gondohusodo Semarang

RS RA Kartini Jepara

RSJ Prof.dr.Soeroyo Magelang

RSJID Surakarta

RSUD Banyumas Kab. Banyumas

RSUD Kab. Wonogiri (RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso)

RSUD Kab. Sukoharjo

Puskesmas Manahan Solo

Puskesmas Poncol Semarang

Puskesmas Sidorejo Salatiga

Puskesmas Cilacap Selatan

Puskesmas Parakan

15

DIy

RSUP Dr. Sardjito

RS Ghrasia

RSUD Kota Yogyakarta

Puskesmas Umbul Harjo

Puskesmas Gedong Tengen

Puskesmas Banguntapan ||
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Jawa Timur

RSU dr. Soetomo

RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang

RSJ Menur

RSUD dr. Syaiful Anwar Malang

RSUD dr. Soedono Madiun

RSUD Soebandi fember

RSUD Gambiran Kediri

RS. Bhakti Dharma Husada Surabaya

RSUD Sidoarjo

RSUD Nganjuk

RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo

Puskesmas Manukan Kulon

Puskesmas Jagir

Puskesmas Kendal Sari Malang

Puskesmas Gondanglegi Malang

Puskesmas Bangil
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Bali

RSUP Sanglah

BPKJ Prov. Bali / RS Prov. Bali

Puskesmas Kuta |

Puskesmas Tabanan il

Puskesmas Abiansemal i

Puskesmas Ubud |

Puskesmas Ubud It

18

NTB

RSJ Prov. NTB

NTT

RS Prof. Yohanes Kupang

20

Kalimantan Barat

RSUD Soedarso Pontianak

RSJ Alianyang

RSJ Singkawang

Puskesmas Sungai Ayak

Puskesmas Sasak

Puskesmas Singkawang Tengah

Puskesmas Darajuanti - Sintang

Puskesmas Lumar Kab. Bengkayang

21

Kalimantan Tengah

BPKJ Kalawa Atei

22

Kalimantan Selatan

23

RSJ Sambang Lihum

RSUD Ulin Banjarmasin

Puskesmas Pekauman

Kalimantan Timur

RSKD Atma Husada Mahakam

RSUD AW Syahanie Samarinda

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

RSU Tarakan
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24 | Sulawesi Barat RSUD Prof. Sulawesi Barat
RSK Dadi Makasar
RSUD dr. Wahidin
RSUD Andi Makassau Pare-pare
5 Sulawesi Selatan RSUD Salewangang Maros
RSUD H. Andi Sulthan Daeng Raja Bulukumba
Puskesmas Kasikasi
Puskesmas Jumpandang Baru
Puskesmas Jongaya
26 | Gorontalo RSUD Prof. dr. H. Aloe Sahoe
27 Sulawesi Utara i Maliide
RSK Ratumbuysang
RSJ Palu {RS) Madani)
28 | Sulawesi Tengah RSUD Undata Palu
RSUD Anutapura
29 | Sulawesi Tenggara RSJ dr. Suprapto Hardjo Husodo
30 | Maluku RSKD Promal /RSKD PROV MALUKU
31 Maluku Utara RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate
32 Papua Barat RSUD Manokwari
33 Papua RSJ Abepura
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat
! (1} Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,
Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209); '

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Yl D apkumngm.go.id
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5211);

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
494 /Menkes/SK/VII/2006 tentang Penetapan
Rumah Sakit dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi
Rumatan Metadon Serta Pedoman Program Terapi
Rumatan Metadon;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/
Per/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;



R e

R S 5 5Lty

A RN

3 2011, No.825

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/
Per/111/2008 tentang Rekam Medis;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/
Per/I1/2008  tentang Persetuyjuan  Tindakan

Kedokteran;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/Menkes/Per/111/2010 tentang  Klasifikasi
Rumah Sakit;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/Menkes/
SK/111/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan
Rehabilitasi ~ Komprehensif Pada  Gangguan
Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;

16. Keputusan Menteri Keschatan Nomor 421/Menkes/
SK/111/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA,

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422/Menkes/
SK/111/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan
Medik Gangguan Penggunaan NAPZA:

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 /Menkes/

Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

- MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN  TENTANG
REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi medis adalah suaty proses kegiatan pengobatan secara

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atay bukan
tanaman, baik sintetis maupun  semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyer, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
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golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disebut

NAPZA, adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi  kondisi
kejiwaan/psikologi seseorangserta dapat menimbulkan
ketergantungan fisik dan psikologi.

4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

| s. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika
tanpa hak atau melawan hukum.

. 6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

- 7.. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran
yang meningkat agar menghasilkan efek yang. sama dan apabila
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

8. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan
ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara
terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.

{ 9. Detoksifikasi adalah suatu proses intervensi medis yang bertujuan
untuk  membantu  pecandu, penyalahguna dan  korban
penyalahgunaan narkotika mengatasi gejala putus zat akibat
penghentian Narkotika dari tubuh pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan fisik.

10. Terapi rumatan medis adalah suatu terapi jangka panjang minimal 6
bulan bagi klien ketergantungan Opioida dengan menggunakan
golongan opioid sintetis agonis (Metadon) atau agonis parsial
(Bufrenorfin) dengan cara oral atau sub-lingual, dibawah pengawasan
dokter terlatih, dengan merujuk pada pedoman nasional.

11. Pasien di bawah umur adalah pecandu, penyalahguna dan korban
‘penyalahgunaan narkotika di bawah umur yang berusia kurang dari
atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun.

12. Proses peradilan adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari
penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan)
sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

vres ey depkuminam 0o.1d
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Direktur ~ Jenderal adalah jabatan struktural eselon I pada
Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pembinaan upaya kesehatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

BABII
FASILITAS
Pasal 2

Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau
masyarakat.

Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu

yang menyelenggarakan rehabilitasi medis. 4

Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi: .

a. lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;

b. klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

Pasal 3

Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi
medis ditetapkan oleh Menteri.

Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dan puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal,

Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan
puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis dilakukan
setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 4

Lembaga rehabilitasi tertentu yang ményelenggarakan rehabilitasi
medis wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus  mendapatkan  persetujuan  Menterdi untuk dapat
menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan narkotika.

Permohonan persetujuan diajukan dengan melampirkan kelengkapan
administratif sebagai berikut:

WWW.dIDD depkimna— 57 -
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a. Salinan/fotokopi izin yang masih berlaku;

b. Profil lembaga rehabilitasi yang meliputi struktur organisasi
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan
peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan;
dan

c. Identitas lengkap pemohon.
Pasal 5

(1) Pimpinan lembaga rehabilitasi tertentu mengajukan permohonan
tertulis untuk mendapatkan persetujuan kepada Menteri cq Direktur
Jenderal.

2) Direktur Jenderal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan
diterima menetapkan menerima atau ‘menolak permohonan
persetujuan atau permohonan perpanjangan persetujuan.

(3) Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh Direktur
Jenderal dengan memberikan alasan penolakannya secara tertulis,
Pasal 6 !
(1) Persetuyjuan untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis
pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dlperpanjang selama
memenuhi ketentuan yang berlaku.

~ (2) Perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan  permohonan  perpanjangan
persetujuan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya
persetujuan.

(3) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Menteri cq Direktur Jenderal dengan
melampirkan fotokopi persetuyjuan yang lama dan laporan
penyelenggaraan rehabilitasi medis yang telah dilakukan.

Pasal 7

(1) Fasilitas rehabilitasi medis harus memasang papan nama sebagal
penyelenggara rehabilitasi medis. '

(2) Lembaga rehabilitasi medis tertentu harus mencantumkan nomor izin
dan nomor persetujuan pada papan nama.

Pasal 8
Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar
pelayanan dan standar prosedur operasional;

b. melaksanakan fungsi sosial;

vl Bnn danumingm go.d
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berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi \'rujukan;

melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan
penyakit melalui penggunaan narkotika suntik;

menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi
sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada
standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan

melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan

~ rehabilitasi medis.

BAB III
PENYELENGGARAAN REHABILITASI MEDIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9 | ‘

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana
rehabilitasi, program rehabiiitasi rawat jalan atau rawat inap, dan
program pasca rehabilitasi.

Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wawancara,
observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana terlampir.

Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi.

Asesmen selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai
penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang
asesmen gangguan penggunaan NAPZA.

Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia
dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu,
penyalahguna dan  korban penyalahgunaan Narkotika yang
bersangkutan.

Pasal 10

Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau
rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun
dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

Ve T dunlomnze oo d
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' a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi
simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit

komplikasi sesuai indikasi; dan

b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling - adiksi
narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif
(Cognitive Behavior Therapy), dan pencegahan kambuh.

* (3) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi
simtomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;

b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual,
kelompok, keluarga, dan vokasional;

c. pendekatan filosofi therapeutic community (TC) dan/atau metode 12
(dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji

_ secara ilmiah.
@) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
: ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

" Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan
. Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
! . melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan
¢ Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah dltetapkan
! sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkotika.

Pasal 12

(1) Fasilitas rehabilitasi medis dalam menyelenggarakan pelayanan
rehabilitasi medis wajib membuat rekam medis.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelayanan rehabilitasi medis harus mempereleh persetujuan (informed
consent) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 7

Fasilitas rehabilitasi medis dilarang .menggunakan kekeraééan fisik dan

kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi
medis.

Pasal 15

(1) Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan
dan keadilan gender.
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(2) Fasilitas rehabilitasi medis berbasis rumah sakit yang menyediakan
rawat inap, harus mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya
bagi pasien perempuan.

~ (3) Fasilitas rehabilitasi medis rawat inap bagi pasien perempuan harus
3 menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan ruang untuk

A) perawatan bersama dengan bayi, khususnya bagi pasien yang menjadi
b orangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan penyusunan rencana terapi
terhadap pasien di bawah umur harus memperhatikan kondisi
perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk
memperoleh pendidikan.

(2) Penyusunan rencana terapi bagi- pasien di bawah umur harus
mengutamakan program rehabilitasi rawat jalan, agar tidak
mengganggu hak untuk menjalani pendidikan. ‘

(3) Ruang rawat inap pasien di bawah umur tidak boleh digabungkan
dengan ruang rawat inap dewasa. :

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya
pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terkait Putusan Pengadilan
Pasal 18

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan
diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah
ditetapkan oleh Menteri.

Pasai 19 _

(1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu, pényalahguna dan korban

penyalahgunaan narkotika yang telah diputus ole rengadilan
dilaksanakan melalui tahapan:

a. program rawat inap awal,
b. program lanjutan; dan
C. program pasca rawat.

(2) Program rawat inap awal sebagaimana dimaksud pada ayét (1) huruf a
dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan

www.djpp.gepresmhzT o7
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asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik
dan mental. :

(3) Program lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi program rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan
yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.

(4) Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan
untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika
yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan
rekreasional dan jenis narkotika amfetamin, dan ganja, dan/atau
berusia di bawah 18 tahun.

(5) Pola penggunaan rekreasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah penggunaan narkotika hanya untuk mencari kesenangan pada
situasi tertentu dan belum ditemukan adanya toleransi serta gejala
putus zat.

(6) Program rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ) ayat . (4)

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali seminggu dengan

pemeriksaan urin berkala atau sewaktu-waktu,

(7) Program pasca rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi rehabilitasi sosial dan program pengembalian kepada
: masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan.

/' Pasal 20

Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis
i/ bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang
telah diputus oleh pengadilan. '
Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu, Penyalahguna
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang

sedang Menjalani Proses Peradilan
Pasal 21

(1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat
ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi
sosial.

(2) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan
penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat
pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

(3) Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dokter
spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis forensik, dokter, dan

psikolog yang berasal dari fasilitas rehabilitasi medis, organisasi
profesi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.
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(4) Dalam hal di daerah tidak ada dokter spesialis kedokteran jiwa
dan/atau dokter spesialis forensik, maka dapat ditunjuk dokter yang
terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA untuk masuk dalam
Tim dokter.

(5) Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

(6) Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan asesmen,
pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik dan pemeriksaan
psikologis.

Pasal 22

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses peradilan
diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang
memenuhi standar keamanan tertentu sesuai ketentuan ‘ peraturan
‘perundang-undangan, antara lain pada rumah sakit milik Kepolisian
Republik Indonesia dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.

Pasal 23

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses, peradilan
diselenggarakan sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri.

~ Pasal 24

Pengamanan pecandu Denyalahguna dan korban penyalahgunaan yang

/ sedang dalam proses peradilan yang sedang menjalani rehabilitasi medis di
fasilitas rehabilitasi medis menjadi tanggung jawab penyidik, penuntut
umum atau hakim sesuai tingkat pemefiksaan perkara.

Pasal 25

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya
pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu yang sedang menjalani
proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BABIV Ly pecn
PELAPORAN
Pasal 26

(1) Fasilitas  rehabilitasi medis wajib melakukan  pelaporan
penyelenggaraan rehabilitasi medis kepada Menteri melalui
mekanisme sistem pelaporan. g

WY 01on aani imhgm o0
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(2)

(3)-

(4)

()

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala, yaitu sebulan sekali, meliputi rekapitulasi data yang
meliputi:

a. Jumlah pecandu narkotika yang ditangani;

b. Identitas pecandu narkotika meliputi jenis kelamin, usia, agama,
status perkawinan, latar belakang pendidikan, latar belakang
pekerjaan;

Jenis zat narkotika yang disalahgunakan;

a o

Lama pemakaian;

3

Cara pakai zat;

f. Diagnosa; _

g. Jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang
dijalani : '

Sistem pelaporan sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) mengikuti

sistem informasi kesehatan nasional. g

Dalam hal sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum dapat dilaksanakan secara on line, maka pelaporan dilakukan
secara berjenjang sebagai berikut: -

a. bagi rumah sakit vertikal dapat langsung melaporkannya pada
Menteri.

b. bagi rumah sakit daerah dan puskesmas melaporkan pada Dinas

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada
Menteri.

c. bagi lembaga rehabilitasi medis tertentu, melaperkan pada Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada
Menteri.

Rekapitulasi data yang telah dilaporkan dapat diakses oleh pihak yang
berkepentingan dalam pengembangan kebijakan dan program baik
lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 27

Menteri menyampaikan rekapitulasi data pelaporan penyelenggaraan
rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Badan
Narkotika Nasional.

(1)

Pasal 28

Fasilitas rehabilitasi medis melaporkan perkembangan program
rehabilitasi medis kepada lembaga penegak hukum yang meminta
dilakukannya rehabilitasi medis.

nar Ao e smada e
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Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Untuk meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis, Menteri
dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis.

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan melibatkan Badan Narkotika
Nasional.

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis, Menteri
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi
medis. ‘

Dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, Menteri
dapat membentuk suatu Tim dengan melibatkan unsur pemerintah
daerah provinsi/kabupaten /kota melalui kepala dinas
kesehatan/kepala biro NAPZA, organisasi profesi di bidang kesehatan;
BNN Provinsi/Kabupaten/Kota atau organisasi kemasyarakatan
terkait lainnya. :

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat mengambil
tindakan administratif kepada fasilitas rehabilitasi medis terhadap
pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua fasilitas rehabilitasi
medis yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika harus

menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun.

www.ajpp.degiu
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 996 /MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan
Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
sepanjang yang menyangkut Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 32
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Repubhk Indones1a

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

viesn Hop fapkumham.
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FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS
Tanggal Kedatangan
Nomor Rekam Medik
Nama : Usia:
Alamat tempat tinggal : Jenis Kel:
) Telp/HP
Belum Menikah = 1
1. [Status Perkawinan : Menikah = 2
Duda /Janda =3
1 INFORMASH Tamat SD =1
DEMOGRAFIS Tamat SLTP = 2
2. |Pendidikan terakhir : Tamat SLTA=3
Tamat Akademi = 4
Tamat PT=5 .
5 : Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkotika
STATUS MEDIS MED!S = = =
enis Penyakit Dirawat tahun Lamanya
1.
, [Riwayat penyakit kronis : [ya=1 Tidak=0 |
" [Yenis Penyakit -
2 Skala Penilaian Saat ini sedang menjalani terapi medis ? Jva=1 [Tidak =0 ]
pasien 3. [Jenis terapi medis yang dijalani saat ini:
Status Kesehatan Apakah Pernah. Di Tes
a 14.1 HIV Ya=1 Tidak = 0
T a2 Hepatitis B Ya=1 Tidak = 0
4.3 Hepatitis C Ya=1 Tidak =0
STATUS PEKERJAAN Tidak bekerja =1
/ DUKUNGAN HIDUP 1 Statuspekerass Bekerja = 2
I Rk Mabhasiswa / pelajar = 8
Ibu rumah tangga = 9
Tanggal asesmen Purna waktu = 1
SO ) |2. [Bila bekerja, pola pekerjaan : Paruh waktu =2
Tidak tentu =99
3. _|Kode Pekerjaan : : . {lihat petunjuk)
3 4. [Ket ; il i imiliki:
Skala Penilaian eterampilan teknis yang dimiliki -
Pasien S A.dakah ya'ng memberi dukungan Ya=1 Tidak = 0
hidup bagi anda ?
6. |Bila Ya, siapakah ?
Dalam bentuk apakah?
Finansial Ya=1 Tidak =0
7. [Tempat tinggal Ya=1 Tidak =0
Makan Ya=1 Tidak =0
. Pengobatan /Perawatan Ya=1 Tidak =0

e e e ey, o
e v n‘p.ujpy.ucpnuun Wi gl
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Nomor Rekam Medik

STATUS
PENGGUNAAN
NARKGTIKA

Tanggal asesmen

Skala Penilaian
Pasien

Jenis Cara Penggunaan

1. Oral 2. Nasal/sublingual/suppositoria 3. Merokok 4. Injeksi NondV 5. v

Sepanjang

Jenis Napza 30 Hari terakhir [Hidup (Thn)

Cara Pakai

iD-1 {Alkohol

Heroin

o2

"0.3 Metadon / Buprenorfin

[Ip-4 |opiat lain / Analgesik

[n.s Barbiturat

|lo.

Sedatif / Hipnotik

6
ID.7 Kokain

fo.8 {Amfetamin

Ib.s [kanabis

e

!D_lo Halusinogen

flp.11]inhalan

D.12|Lebih dari 1 zat / hari {termasuk alkohol

13. {Jenis zat utama yang disalahgunakan :

14. |Pernahkah menjalani terapi rehabilitasi ?  |va= 1 [Tidak =0

Bila ya, jenis terapi rehabilitasi yang dijalani ?
Keterangan : '

15.

16. |Pernahkah mengalami overdosis ? va=1 [fidak=0

17. |Bila ya, kapan dan bagaimana penanggulangannya

18. |Walktu overdosis :

Cara penanggulangan Perawatandi RS =1

19. Perawatan di Puskesmas = 2

Sendiri =3

STATUS LEGAL

Tanggal asesmen

Skala Penilaian
Pasien

Berapa kali kah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal
berikut :

Mencuri di toko / vandalisme

Bebas bersyarat / masa percobaan

i

Masalah narkoba -

Pemalsuan

Penyerangan bersenjata

Pembobolan dan pencurian

Perampokan

Penyerangan

Ri@IN[e [ IpTwWINTS

Pembakaran rumah

Perkosaan

[
e

Pembunuhan

ey
™

00000

[
N

. |Pelacuran

[*n
W

Melecehkan pengadilan

oy
»

. Hlain-lain ;

f  jumiah total pengadilan, tidak hanya vonis huk

usia 18)

. Jangan kkan kej:

kecuali kalau meseka di scbagai orang d )

15. |Berapa kali tuntutan diatas berakibat vonis hukuman?

ir i

Riwayat keluarga /
Sosial

Tanggal asesmen

Skala Penilaian
Pasien

Dalam situasi seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakangan ini?

Dengan pasangan & anak =1 Dengan teman =6

Dengan pasangan saja = 2 Sendisi=7

Dengan anak saja=3 Lingkungan terkontrol = 8

Dengan orang tua = 4
Dengan Keluarga=5

Kondisi yang tidak stabil =9

maka pilihlah situasi yang paling terakhir)

(Pilih situasi yang paling menggambarkan 3 tahun terakhir. Jika terdapat situasi yang berganti-ganti

Apakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah
penyalahgunaan zat sekarang ini? Ya=1 Tidak =0

www.djpp.depkumham.go.id
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. Nomor Rekam Medik
F Jika ya, siapakah ia/mereka {contreng pada kolom berikut)
1 Saudara kandung / tiri Ya=1 Tidak =0
i 2 Ayah / lbu Ya=1 Tidak = 0
3 3 Pasangan Ya=1 Tidak =0
< 6 4 Om / tante Ya=1 Tidak = 0
5 Teman Ya=1 Tidak = 0
6 Lainnya : oo Ya=1 Tidak =0
) Apakah anda memiliki konflik serius dalam berhubungan dengan : .
30 hari tﬂamrﬁ;s.e;:‘jm
1 Ibu
2 Ayah
3 Adik / kakak
4. 4 Pasangan
S Anak - anak
6 Keluarga lain yang berarti (jelaskan ...._.. o S ()
7 Teman akrab
8 Tetangga
9 Teman sekerja
{¥a =1 Tidak = 0)
STATUS PSIKIATRIS Apakah anda pernah mengalami hzl-hal berikut ini (yang 30 hari terakhy | |S€PANIANE
bukan akibat langsung dari penggunaan Napza) hidup
Mengalami depresi serius (kesedihan, putus asa,
. L kehilangan minat, susah konsentrasi D D
Mengalami rasa cemas serius / ketegangan, gelisah,
Tanggal asesmen 2. merasa khawatir beriebihan? D D
} . 3. P\-ﬂenga:ami halusinasi {melihat / mendengar sesuatu yang D B
SO ) tidak ada obyeknya )
i:z::nPenilaran Mengalami kesulitan mengingat atau fokus pada sesuatu D D
- Mengalami kesukaran mengontrol perilaku kasar,
5 termasuk kemarahan atau kekerasan D D
6. |Mengalami pikiran serius untuk bunuh dirj ?
7. 1Berusaha untuk bunuh diri ?
8. _|Menerima pengobatan dari psikiater ?
PEMERIKSAAN FISIK |1. |Tekanan darah -
2. |Nadi:
3. |Pernapasan (RR) :
4. |Subu (ceicius) :
Pemeriksaan Sistemik :
p:.':::gm Ssem iantu::’::v el pe:::;" S:nem saraf pusat]  THT dan kulit Keterangan
S
Hasil Urinalisis
Jenis Zat
: Benzodiazepin Ya=1 Tidak =0
- [[xanabis Ya=1 Tidak =0
: 6. [lOpiat Ya=1 Tidak =0
. {{Amfetamin Ya=1 Tidak = 0
. f[Kokain Ya=1 Tidak = 0
[[Barbiturat Ya=1 Tidak =0
. [|atkohol Ya=1 Tidak =0

www.djpp.depkumham.go.id
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FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS

Tanggal Kedatangan
Nomor Rekam Medik 5
Nama
MASALAH YANG DIHADAPI
1 2 3 4 S 6 3 9
Medis
KESIMPULAN Pekerjaan / Dukungan
Napza
Legal
| Keluarga / sosial
Psikiatris
Klien me hi kriteria diagnosis Napza Foeeeaenes
CIAGNOSA KERJA
Diagnosis Lainnya
ks
Resume Masalah ‘
1 A 1anj / dal
2 Evaluasi Psikologis
RENCANA TERAPI -
DAN REHABILITAS) 3 Program Detoksikasi
4 'Wawancara Motivasional
Rencana Tindak Lanjut : S Intervensi Singkat
6 Terapi Rumatan
7 Rehabilitasi rawat inap
8 Konseling
9 flain-lain
MEN‘?:AHU. Tanda tangan / Nama Jelas
MENYETUIUI
ciiging Tanda tangan / Nama Jelas

www.djpp.depkumham.go.id
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

JL Kaliurang Km. 17, Pakem, SlemanTelepon (0274) 895143, 895297
fax (0274) 895142 , Email: grhasia@qujaprov.go.id

YOGYAKARTA 55582
Yogyakarta, 5 April 2013

No 423/ 904
Lampiran D-
Perihal : [jin Penelitian
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Di Yogyakarta

Menanggapi Surat Saudara no. 070/2483/V/3/2013 tertanggal 22 Maret 2013 perihal Ijin
Penelitian, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan mahasiswa saudara:

Nama : Dola Yesriponnanti

NIM : 09340034

Judul . Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba ( Studi Empiris di RSJ
Grhasia DIY) ‘

Melakukan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Provinsi DIY dengan ketentuan :
1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RSJ.GRHASIA Provinsi DIY.

2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RSJ.
GRHASIA Provinsi DIY.

3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan
ilmiah

4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan Administrasi kegiatan sesuai dengan
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Januari 2012 tentang
penetapan tariff Jasa Layanan Penyelenggaraan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
untuk Penelitian S1 adalah Rp 117.000/ bulan.

5. Setelah selesai penelitian wajib mempresentasikan hasil penelitian di Rumah Sakit.

6. Menyerahkan softcopy intisari hasil penelitiannya kepada Instalasi Diklat RS Grhasia
Propinsi DIY dancetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi.

7. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Saudara/mahasiswa tidak
memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.

8. Pelanggaran terhadap ketentuan no 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Pembimbing yang kami tunjuk adalah dr. Retno Pramudyaningtyas Rintawati.

10. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Instalasi Diklat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

g
Asdyy Oetami, M.Kes. <
(824/8 198802 2 001 A
Tembusan:
1. dr. Retno Pramudyaningtyas Rintawati
2. Arsip

N

ol



srtijin.php

http://adbang.jogjaprov.go.id/admin/srtijin.php?mohon_id=13087&sta...

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Membaca Surat

Tanggal

Mengingat

-

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/2483/Vv/3/2013

PD Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/615/2013
18 Maret 2013 Perihal o ljin Penelvitian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan'Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. ; .

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama
Alamat
Judul

Lokasi
Waktu

DOLA YESRIPONNANTI NIP/NIM ;09340034

JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI EMPIRIS DI RUMAH SAKIT
JIWA GRASIA YOGYAKARTA)

RS JIWA GRASIA YOGYAKARTA Kota/Kab. SLEMAN

22 Maret 2013 s/d 22 Juni 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkaijian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. gien”;/:gg diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Maret 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Tembusan : ;
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan); % 188503 2 003
2. Bupati Sleman c¢/q Ka. Bappeda '
3. Kepala Rumah Sakit Grhasia DIY X
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijay&
5. Yang Bersangkutan




8.

9.

DAFTAR PERTANYAAN

. Jenis layanan yang ada di RSJ Grhasia?

Proses pelasksanaan rehabilitasi di RSJ Grhasia?

Kegiatan yang dilakukan bagi para peserta rehabilitasi di RSJ Grhasia?

Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan rehabilitasi di RSJ Grhasia?

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak RSJ Grhasia?

Kendala yang dihadpi dari pihak pasien yang ada di RSJ Grhasia?

Proses pendaftran yang dilakukan di RSJ Grhasia?

Peranan LSM bagi penunjang atau pendukung kegiatan Rehabilitasi di RSJ Grhasia?

Peran masyarakat terhaap kegiatan yrehabilitasi yang di lakukan di RSJ Grhasia?

10. Kendala yang dihadapi oleh para perawat atau petugas sendiri?




SURAT KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama { Muhammad
Jabatan : Staf Perawat Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Rumah
Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Dola Yestiponnanti

NIM : 09340034

Alamat : Desa Koto Tinggi Maek, Kec. Buki Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Smatra
Barat

Pendidikan  : Mahasiswa J urusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
-Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Mei 2013, bertempat di Rumah

Sakit Grhasia Yo gyakarta, Pakaem, guna melen gkapi data skripsinya yang berjudul

“Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Empiris di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Yogyakarta)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

_Yogyakarta, 2 Mei 2013




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiarto

Jabatan : Staf Perawat Instalasi Narkotlka, Psikotropika dan Zat Adiktif dj Rumah
Sakit Jiwa Grhasia Yogyakaﬂ:a

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Dola Yestiponnanti

NIM : 09340034

Alamat : Desa Koto Tinggi Maek, Kec. Buki Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Smatra
Barat

Pendidikan  : Mahasiswa Jurusan IImu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 Mei 2013, bertempat di Rumah

Sakit Grhasia Yogyakarta, Pakaem, guna melengkapi data skripsinya yang berjudul

“Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Empiris di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Yogyakarta)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Mei 2013




CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI
Nama : Dola Y esriponnanti
Tempat/tgl. Ihr: Koto Tinggi Maek, 28 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Lajang (Belum Menikah)
Kebangsaan : Indonesia

Agama :ldlam
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